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ABSTRAK 

 

ANALISIS MEKANISME REKRUTMEN PETUGAS IBADAH HAJI 

PERIODE 2023 DI KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN 

LAMPUNG TENGAH 

 

Oleh: 

ELLA RIYANTI 

 

Mekanisme rekrutmen merupakan pandangan yang menggambarkan 

interaksi antar beberapa bagian dalam pengumpulan calon tenaga kerja baru yang 

sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh sebuah instansi. Sedangkan, Petugas 

ibadah haji merupakan petugas yang diangkat oleh Kementrian Agama yang 

diberikan tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi panitia 

penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi (Non Kloter), petugas haji yang 

menyertai jama’ah haji dan tenaga musim. 

Berdasarkan permasalahan di atas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana analisis mekanisme rekrutmen petugas ibadah haji periode 2023 di 

kementrian agama lampung tengah, sehingga penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana analisis mekanisme rekrutmen petugas ibadah haji periode 

2023 di kementrian agama lampung tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif lapangan dan bersifat dekskriptif. Dalam penelitian ini, kepala 

Kementrian Agama Lampung Tengah, Kasi PHU, serta 1 orang yang lulus seleksi 

sebagai sumber data primer, serta peraturan pemerintah, jurnal dan internet 

sebagai sumber data sekunder/pelengkap. Manfaat dari penelitian ini sebagai 

pedoman memperkarya ilmu di bidang manajamen haji dan umrah khususnya 

dalam analisis mekanisme rekrutmen petugas ibadah haji periode 2023 di 

kementrian agama kabupaten lampung tengah. Untuk mengumpulkan data-data 

terkait penelitian, penelitian ini menggunakan alat pengumpul data wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan Keputusan  

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 350 Tahun 2023 Bab 

V menggunakan Mekanisme Seleksi PPIH melalui beberapa tahapan, seperti 

tingkat daerah, tingkat pusat, dan Alur Pelaksanaan Seleksi. Adanya evaluasi 

terhadap proses seleksi untuk meminimalisir potensi ketidakadilan dalam 

pelaksanaan seleksi. Maka dari itu, rekrutmen petugas ibadah haji sangat penting 

untuk memastikan pelaksanaan haji yang efektif dan berkualitas. Selain itu, dapat 

memberikan wawasan tentang tantangan dan praktik terbaik yang relevan dengan 

peningkatan pelayanan kepada jamaah. Adapun, faktor pendukungnya, sepeti 

faktor organisasi yang berdasarkan kebijaksanaan promosi dari dalam, tentang 

imbalan, status kepegawaian dan rencana sumber daya manusia. Sedangkan, 

faktor penghambat rekrutmen, sepeti kurangnya perhatian atau kebijaksanaan dari 

organisasi, kurang berpengalaman pencari tenaga kerja dalam melaksanakan 

rekrutmen. 

Kata Kunci: Analisis Mekanisme, Rekrutmen, Petugas Ibaadah Haji. 



vii 

ORISINALITAS PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : Ella Riyanti 

NPM   : 2003042002 

Program Studi  : Manajemen Haji dan Umroh 

Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali 

bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar 

pustaka. 

 

 

 Metro, 15 Juni 2024 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

 

Ella Riyanti 

NPM. 2003042002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

MOTTO 

 

”Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya Allah) Maqam 

Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) 

kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, 

(yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang 

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak 

memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”.
1
 

(Q.S Al-Imron: 97) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang kelima bagi umat muslim 

yang wajib ditunaikan bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. 

Ibadah Haji pada umumnya dilakukan setiap satu tahun oleh umat Islam di 

dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, telah menjadi tugas pemerintah 

Indonesia untuk selalu memperbaiki penyelenggaraan serta meningkatkan 

kualitas layanan Haji, bukan hanya dari segi tersedianya berbagai kemudahan 

baik sebelum maupun selama melakukan perjalanan, juga dalam 

mempersiapkan bekal para jamaah dengan pengetahuan yang baik tentang 

manasik Haji. 

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas 

Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah 

Haji.
1

 Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 75.
2
 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

                                                           
1
 Keputusan  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 350 Tahun 2023 

tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas 

Penyelenggara Ibadah Haji. 
2
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 



2 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). 

Sistem rekrutmen petugas ibadah Haji sangat penting dilakukan secara 

transparan, objektif, dan akuntabel. Rekrutmen menjadi proses awal untuk 

menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal ini petugas 

ibadah Haji. Dilakukannya proses sesuai dengan amanah Undang-Undang 

nomor 8 tahun 2019 diharapkan mampu menghasilkan petugas Haji yang 

memiliki kompetensi yang tinggi, menjunjung asas keadilan, profesionalitas, 

dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.
3
 

Rekrutmen merupakan langkah awal yang ditempuh suatu lembaga 

atau perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan sesuai 

dengan kualifikasi, maka proses ini sangatlah penting sehingga harus 

dilaksanakan melalui proses uji kelayakan yang ketat sehingga lembaga atau 

perusahaan tidak akan dirugikan dikemudian hari dan dapat mendukung 

produktifitas dalam suatu lembaga atau perusahaan.
4
 

Proses pelaksanaan rekrutmen petugas ibadah Haji dilakukan melalui 

dua tahap yaitu, tahap awal dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota, tahap 

kedua ditingkat wilayah provinsi. Pada tahap awal yang dilaksanakan 

ditingkat Kabupaten, termasuk Kementerian Agama Kabupaten Lampung 

Tengah perlu ditinjau dengan baik dikarenakan adanya fakta yang diperoleh 

                                                           
3
 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelengara Ibadah 

Haji dan Umrah, bab 1, pasal 2 h. 6 
4
Anggia, Natasha. "Sistem Rekrutmen Petugas Haji Daerah oleh Biro Bina Mental 

Spiritual pada Sekretariat Daerah: Studi di Daerah Istimewa YOGYAKARTA." Jurnal 

MD.2020, 6.2: 225-242. 



3 

 

bahwa pemilihan petugas ibadah Haji yang masih bersifat klasik yaitu dengan 

menunjuk secara langsung tanpa mengetahui detail kemampuan pembimbing. 

Berdasarkan wawancara bersama bapak Farid Wajedi menyatakan 

bahwa setelah melaksanakan proses rekrutmen calon petugas ibadah haji akan 

mengikuti proses pembekalan petugas ibadah haji yaitu Pelatihan Dasar yaitu 

Rencanakan pelatihan dasar yang mencakup pengetahuan tentang ibadah haji, 

tugas dan tanggung jawab pembimbing, etika, dan aspek hukum terkait. 

Asesmen Kesehatan atau Pemeriksaan kesehatan fisik dan mental petugas 

untuk memastikan kesiapan mereka menjalankan tugas. 

Test calon pembimbing yang mengikuti ada 30 orang dari provinsi 

Lampung Tengah dan yang lulus seleksi masuk maju ke provinsi ada 10 

orang, sedangkan hanya 1 orang yang lulus seleksi untuk mewakili 

Kementerian Agama Lampung Tengah dalam wawancara bersama pak Farid 

Wajedi. Di tahun 2023, rekrutmen sudah menggunakan sistem test CAT 

(Computer Assisted Test) yaitu pengerjaan soal yang sudah berbasis online. 

Permasalahan yang terjadi selama proses rekrutmen yaitu sering hilangnya 

jaringan, serta server yang terkadang eror. Sehingga, mengakibatkan 

pengerjaan soal menjadi terhambat dan berkurangnya waktu pengerjaan soal 

tersebut.
5
 

Dokumentasi dan Administrasi yaitu pengumpulan semua dokumen 

administratif yang diperlukan, seperti kontrak kerja, surat tugas, dan 

informasi pribadi pembimbing. Pengenalan Tim dan Prosedur Operasional, 

                                                           
5
 Wawancara bersama bapak Farid Wajedi sebagai kepala KBIH Lampung Tengah 
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pengenalan petugas kepada tim manajemen dan penjelasan prosedur 

operasional yang harus diikuti selama pelaksanaan ibadah haji. Simulasi dan 

Praktik Lapangan yaitu melakukan simulasi situasi terkait ibadah haji dan 

praktik lapangan untuk memastikan kesiapan petugas dalam menangani 

berbagai skenario. Dalam wawancara tersebut bapak Farid Wajedi, tidak bisa 

memberikaan siapa saja nama calon-calon yang akan direkrut untuk menjadi 

petugas ibadah haji di periode 2023.
6
 

Berdasarkan wawancara bersama ibu Sutiyem dan bapak Yono selaku 

calon jamaah haji di Kementrian Agama Lampung Tengah, seharusnya calon 

petugas ibadah haji seharusnya mampu menguasai Manasik haji yang 

kompeten, sigap membantu jamaah haji dalam segala apapun, dan selalu 

mengutamakan jamaah haji selama di Arab Saudi dari mulai pemberangkatan 

sampai pemulangan ibadah haji.
7
 

Persoalan penting terkait proses perekrutan petugas Haji pada saat ini 

ialah kurangnya Transparansi dalam Proses Rekrutmen. Mekanisme 

rekrutmen petugas ibadah haji yang berlangsung di Kementerian Agama 

sering kali dipertanyakan terkait dengan transparansinya. Banyak pihak yang 

merasa bahwa kriteria dan tahapan seleksi tidak sepenuhnya dijelaskan secara 

terbuka kepada publik. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan kecurigaan di 

kalangan masyarakat, terutama bagi calon pelamar yang merasa dirugikan 

karena kurangnya kejelasan dalam proses seleksi. Sejumlah penelitian dan 

                                                           
6
 Wawancara bersama bapak Farid Wajedi sebagai  kepala KBIH Lampung Tengah 

7
 Wawancara bersama ibu Sutiyem dan bapak Yono sebagai Calon Jamaah haji Lampung 

Tengah 
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laporan mengindikasikan bahwa transparansi dalam seleksi tenaga kerja 

pemerintah, termasuk petugas haji, masih memerlukan perbaikan. 

Meskipun seleksi diatur dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, tantangan terkait akuntabilitas masih 

ada, terutama dalam menjaga standar profesionalisme petugas yang direkrut.
8
 

Beberapa penelitian dan laporan menyebutkan pentingnya evaluasi terhadap 

proses seleksi untuk meminimalisir potensi ketidakadilan dalam pelaksanaan 

seleksi. Maka dari itu, rekrutmen petugas ibadah haji sangat penting untuk 

memastikan pelaksanaan haji yang efektif dan berkualitas. Selain itu, analisis 

mekanisme rekrutmen di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah 

dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan praktik terbaik yang 

relevan dengan peningkatan pelayanan kepada jamaah. 

Berdasarkan dari pemaparan di atas masih terdapat hambatan dalam 

perekrutmen petugas ibadah haji. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Analisis Mekanisme 

Rekrutmen Petugas Ibadah Haji Periode 2023 di Kementrian Agama 

Kabupaten Lampung Tengah.” 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan data latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Analisis Mekanisme 

Rekrutmen Petugas Ibadah Haji Periode 2023 di Kementrian Agama 

Kabupaten Lampung Tengah? 

                                                           
8
 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji 

Reguler Tahun 2021 
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C. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan maanfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui Analisis Mekanisme Rekrutmen Petugas Ibadah Haji 

Periode 2023 di Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis, yaitu: 

Sebagai pedoman memperkarya ilmu di bidang manajamen 

haji dan umrah khususnya dalam analisis mekanisme rekrutmen 

petugas ibadah haji periode 2023 di Kementrian Agama Kabupaten 

Lampung Tengah. 

b. Manfaat Praktis, yaitu: 

1) Bagi Peneliti, sebagai pemicu untuk meningkatkan analisis 

mekanisme rekrutmen petugas ibadah haji dalam melayani 

jamaah haji. 

2) Bagi Akademis, sebagai pelengkap referensi dan perbandingan 

untuk studi-studi selanjutnya. 

D. Penelitian relevan 

Tinjauan pustaka disini merupakan suatu pembanding atas suatu 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu 

yang memiliki kesamaan. Tujuan dari adanya pembanding ini adalah untuk 

melihat persamaan serta perbedaan penelitian yang dilakukan dengan 
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penelitian lainnya. Berikut ini merupakan rincian perbandingan dengan 

penelitian terdahulu : 

1. Aulia UI Ummah Dengan Judul Sekripsi Atau Penelitian “Proses 

Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pada direktorat 

Jendral Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementrian Agama Republik 

Indonesia”. Pada penelitian ini membahas tentang pentingnya peranan 

rekrutmen panitia penyelengga Ibadah Haji dalam rangka memperoleh 

tenaga kerja yang professional dibidang Haji dan Umrah. Persamaan dari 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis masing-

masing menggunakan metode penelitian kualitatif, dan topik yang 

dibahas. Pembeda dari peneliti ini adalah penelitian Aulia UI Ummah 

lebih brfokus kepada proses rekrutmen penyelenggara ibadah Haji Arab 

Saudi pada Direktorat penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sedangkan, 

fokus pada penelitian penulis yaitu pada proses rekrutmen petugas Haji 

di Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Adapun hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah proses rekrutmen Panitia 

Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dilakukan melalui tahapan 

awal yang di adakan di lingkungan kementrian agama pusat hingga 

tingkat provinsi. Dalam proses rekrutmen PPIH Arab Saudi dilakukan 

dengan propesional, yakni jumlah petugas dengan jamaah yang 

mendaftar pada setiap provinsi.Pada penelitian ini membahas tentang 

pentingnya peranan rekrutmen panitia penyelengga Ibadah Haji dalam 
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rangka memperoleh tenaga kerja yang professional dibidang Haji dan 

Umrah. 

2. Nabila Fauziah dengan judul sekripsi atau penelitian “Pola Rekrutmen 

Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI)”. Pada penelitian ini, ia 

membahas tentang bagaimana pola rekrutmen tim pembimbing ibadah 

haji untuk memperoleh pembimbing ibadah haji yang mumpuni, 

professional, dan bertanggung jawab, agar jamaah bisa melaksanakan 

ibadah dengan baik dan memperoleh ibadah yang mabrur. Persamaan 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penulisan 

kualitatif dan mengangkat topik tentang rekrutmen tim pembimbing haji. 

Kemudian pembeda penelitian penulis adalah, saudari Nabila Fauziah 

berfokus pada pola rekrutmen tim pembimbing ibadah Haji yang 

bertempat pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi DKI 

Jakarta. Sedangkan penulis lebih terfokus kepada proses perekrutan 

petugas Haji di Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah. hasil 

penelitian ini bahwa proses rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah Haji 

Indonesia (TPIHI) pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 

DKI Jakarta sudah membuat perencanaan yang matang, agar 

mendapatkan calon petugas yang memenuhi kualifikasi dan kualitas. 

3. Wiwi Wihdatul Aliah dengan judul sekripsi atau penelitian “Sistem 

Penerimaan Petugas Haji Pada Kantor Wilayah Kementrian Agama 

Provinsi Banten Tahun 2018”. Pada penelitian ini membahas membahas 

tentang bagaimana sistem penerimaan petugas haji, apa saja aspek yang 
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dinilai, dan kendala serta solusi yang dihadapi saat pelaksanaan sistem 

penerimaan petugas haji. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan metode kualitatif dan topik bahasan yang diangkat. 

Pembeda penelitian ini adalah saudari Wiwi Wihdatul Aliah berfokus 

pada sistem penerimaan petugas haji yang bertempat di Wilayah 

Kementrian Agama Provinsi Banten. Adapun hasil penelitian ini adalah 

sistem penerimaan petugas haji dimulai dari seleksi yang dilakukan pada 

tingkat Kabupaten/Kota dilakukan secara manual, selanjutnya pada 

tingkat Provinsi dan Pusat yang dilakukan dengan menggunakan sistem 

online. 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Analisis Mekanisme Rekrutmen 

1. Pengertian Mekanisme Rekrutmen 

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang 

berasal dari bahasa Yunani yaitu kata mechane yang memiliki arti sebuah 

instrumen, perangkat beban, peralatan dan kata mechos yang memiliki 

arti sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi. 

Mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang 

menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu 

sistem tertentu. Mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah teori 

mengenai gejala yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-

prinsip yang bisa dipakai untuk menjelaskan sistem kerja mesin-mesin 

tanpa menggunakan bantuan inteligensi sebagai sebuah sebab ataupun 

prinsip kerja. 

Adapun pengertian Rekrutmen merupakan salah satu kegiatan 

utama sebuah organisasi atau perusahaan dalam mewujudkan 

eksistensinya. Dimana rekrutmen bagian dari perencanaan Sumber Daya 

Manusia (SDM) sebagai kegiatan manajemen yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan suatu perusahaan.
1

 Perencaan sumber daya manusia 

merupakan kegiatan untuk mengantisipasi permintaan atau kebutuhan 

                                                           
1
 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011) h.107 
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dan suplai sumber daya manusia, dan rencana untuk memperbesar jumlah 

sumber daya manusia. 

Keberadaan SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan 

mempengaruhi tumbuh-kembangnya suatu organisasi atau perusahaan, 

seperti peran dalam membuat keputusan untuk semua fungsi manajemen. 

Namun Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dengan sendirinya tertarik 

untuk menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan tersebut. 

Hakikatnya, SDM sangat berbeda jika dibandingkan Sumber Daya Alam 

(SDA), dimana SDM sangat ditentukan oleh sifat SDM itu sendiri, yang 

selalu berkembang baik jumlah maupun mutunya sehingga perlu adanya 

sebuah sistem yang menjadikan organisasi atau perusahaan diminati 

dalam proses awal pengrekrutan. 

Adapun defenisi rekrutmen menurut beberapa ahli sebagaimana 

dikutip dalam jurnal Hugi Pribandani dkk, adalah sebagai berikut:
2
 

a. Menurut Mondy dan Noe, rekrutmen adalah proses menarik orang-

orang pada saat yang tepat, dalam jumlah yang banyak, dan 

mendorong mereka untuk melamar pekerjaan pada sebuah instansi 

atau organisasi. 

b. Menurut T. Hani Handoko, rekrutmen adalah proses pencarian dan 

pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk 

melamar sebagai karyawan. 

                                                           
2
 Hugi Pribandani dkk, “Pola Rekrutmen Petugas Haji Pada Kantor Kementerian Agama 

Kota Pekanbaru”, Jurnal Administrasi Negara , vol. 16 no. 2 (2020) , h. 137 
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c. Menurut Dubois, rekrutmen adalah proses menarik sebanyak 

mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan 

diantisipasi, ini merupakan pencarian bakat, pengerjaan kelompok 

terbaik pelamar untuk posisi tersedia. 

Dengan demikian, rekrutment ialah suatu proses pengumpulan 

calon tenaga kerja baru yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh 

sebuah instansi. Dalam sebuah perusahaan, rekrutmen tenaga kerja yang 

baru sangat diperlukan guna mengisi kekosongan jabatan yang ada 

disebuah instansi tersebut, agar perusahaan tetap berjalan sebagaimana 

mestinya. Proses rekrutmen harus dilakukan, karena untuk 

mengantisipasi adanya ketidaksesuaian dengan apa yang telah 

direncanakan dan apa yang akan didapatkan. 

2. Tujuan dan Proses Rekrutmen 

a. Tujuan Rekrutmen 

Adapun tujuan dari diadakannya rekrutmen, yaitu:
3
 

1) Membuka lowongan dan menerima pelamar sebanyak-

banyaknya, sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh 

pihak pelaksana, 

2) Menyediakan calon tenaga kerja/pegawai yang memenuhi 

syarat, 

                                                           
3
 Sondang P Siagian, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2018. h. 123. 
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3) Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan, upaya 

menciptakan kesempatan kerja serta membantu mengurangi 

kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. 

Berdasarkan penjelasan di atas, rekrutmen adalah 

mengumpulkan pelamar sebanyak-banyaknya untuk diseleksi yang 

kemudian di tempatkan pada suatu posisi/jabatan apabila memenuhi 

kriteria atau kualifikasi. 

b. Proses Rekrutmen 

Menurut Henry Simamora menjelaskan proses dalam 

melaksanakan perekrutan, yaitu:
4
 

1) Pembuatan strategi rekrutmen yang pada tahap ini menjadi 

tanggung jawab departemen SDM. Sub-unit ini bertanggung 

jawab untuk menentukan waktu dan tempat perekrutan kandidat, 

menentukan kualifikasi, dan tata cara perekrutan kandidat. 

2) Mencari kandidat pekerja setelah menentukan strategi dan 

rencana untuk merekrut kandidat potensial, tahap berikutnya 

yaitu adalah memilih kandidat melalui sumber dari dalam dan 

dari luar. 

3) Menyingkirkan kandidat yang tidak memenuhi syarat 

merupakan tahapan review kandidat yang membutuhkan 

ketelitian dari reviewer. 

                                                           
4
 Nun Tuhfah, “Rekrutemen, Seleksi dan Penempatan Syariah Jurnal Iqtishodiyah”, vol. 

5 no. 1 2019, h. 91. 
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4) Sourcing of candidate adalah tahap dimana kandidat 

dikumpulkan sesuai dengan persyaratan kelayakan yang 

ditetapkan dalam proses rekrutmen. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kelompok pelamar 

terdiri atas individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak 

untuk posisi yang dibutuhkan. 

3. Efektifitas Rekrutmen 

Efektifitas dan pengoptimalisasian perekrutmen dapat dicapai 

dengan beberapa hal sebagai berikut:
5
 

a. Membuat perencanaan sumber daya manusia yang diselaraskan 

dengan strategi organisasi yang akan datang. 

b. Perencanaan pelaksanaan perekrutan menggunakan standar proses 

manajemen sumber daya manusia yang telah dimiliki berupa 

kompetensi jabatan, spesifikasi jabatan serta deskripsi jabatan. 

c. Menggunakan metode perekrutan dengan menggabungkan atau 

mengkombinasi beberapa metode agar mendapatkan lamaran yang 

lebih banyak dan memenuhi kualifikasi. 

d. Melakukan evaluasi untuk mengetahui dan mengukur seberapa 

efektif metode yang digunakan agar sesuai dengan kualifikasi 

jabatan yang dibutuhkan. 

                                                           
5
 Sondang P Siagian, Op.Cit., h. 110 
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Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk melakukan proses 

rekrutmen yang efektif dibutuhkan beberapa perencanaan dan metode 

yang matang sebelum melakukan kegiatan rekrutmen tersebut. 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Rekrutmen 

Dalam rekrutmen pegawai di suatu perusahaan atau instansi 

memiliki faktor-faktor pendukung dan penghambat yang menentukan 

keberhasilan rekrutmen  pegawai sebagai berikut:
6
 

a. Faktor Pendukung 

Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam proses 

rekrutmen pegawai dilihat dari tiga bentuk yaitu: 

1) Faktor organisasi, berdasarkan kebijaksanaan promosi dari 

dalam, tentang imbalan, status kepegawaian dan rencana sumber 

daya manusia. 

2) Kebiasaan pencari tenaga kerja, 

3) Kondisi eksternal lingkungan 

b. Faktor penghambat  

Adapun faktor penghambat dalam rekrutmen pegawai adalah 

sebagai berikut: 

1) Kurangnya perhatian atau kebijaksanaan dari organisasi, 

2) Kurangnya pengalaman pencari tenaga kerja dalam 

melaksanakan rekrutmen, 

3) Kurangnya perhatian terhadap kondisi lingkungan. 

                                                           
6
 Ibid., h. 105 
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Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, faktor 

pendukung adalah hal-hal yang bersifat mendorong lancarnya suatu 

kegiatan atau aktifitas rekrutmen. Hal-hal tersebut bisa berasal dari 

dalam lingkungan perusahaan maupun dari luar lingkungan 

perusahaan tersebut. Sedangkan, agar proses perekrutan berhasil 

maka perusahaan perlu menyadari berbagai kendala yang bersumber 

dari suatu perusahaan tersebut untuk dapat memberikan solusi pada 

setiap kendala yang dihadapi. 

5. Prinsip Rekrutmen yang Efektif 

Dijelaskan oleh Rivai bahwa agar rekrutmen dapat terselenggara 

dengan efektif, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut:
7
 

a. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan, 

sehingga sebelumnya perlu dilakukan beberapa hal, seperti: 

1) Analisis pekerjaan yaitu pengumpulan, penilaian dan 

penyususnan informasi secara sistematis oleh job analyst 

mengenai tugas-tugas (duties), tanggung jawab (responcibility), 

kemampuan manusia (human ability) dan standar kinerja 

(performance standard) yang berkaitan dengan suatu pekerjaan 

dalam perusahaan. 

2) Deskripsi pekerjaan, merupakan produk utama dari analisis 

pekerjaan yang menyajikan ringkaan pekerjaan yang telah 

diidentifikasi secara tertullis. 

                                                           
7
 Meldona, “Manajemen Sunmber Daya Manusia Perspektif Integratif”, (Malang :UIN-

Malang press, 2009). h.134. 
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3) Spesifikasi pekerjaan, yaitu penjelasan tertulis mengenai 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ciri dan karakteristik 

yang penting dimiliki oleh pemegang jabatan tertentu untuk 

mencapai efektifitas kinerja dari suatu pekerjaan. 

b. Jumlah karyawan yang dibutuhkan harus sesuai dengan jabatan yang 

tersedia, maka perlu dilakukan beberapa hal seperti: peramalan 

kebutuhan kerja, dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja (work 

force analysis). 

c. Analisis biaya-manfaat yang cermat. 

d. Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan 

e. Fleksibilitas 

f. Pertimbangan-pertimbangan hukum. 

6. Kriteria Dalam Seleksi 

Menurut M. Manularang, ada tujuh kriteria dalam seleksi, yaitu:
8
 

a. Capability, yaitu kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk melakukan 

pekerjaannya. Biasanya berkaitan dengan kemampuan nalar, 

kecerdasan, berpikir sitematis. 

b. Capacity, yaitu kapasitas maksimum atau potensi kemampuan 

seseorang yang ditunjukkan dengan keahlian memecah masalah 

(problem solving skill), mengatasi stres akibat pekerjaan, mengerjakan 

beban kerja yang berat, membuat prioritas dan sebagainya. 

                                                           
8
 I Komang Ardana, dkk, “Manajemen Sumber Daya Manusia,” (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2012), h.73. 
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c. Creativity, kreatifitas ditunjukan dalam kemampuan memecahkan 

maalah diluar kezaliman sehingga menjadi efektif, lebih cepat dan 

menguntungkan. 

d. Character, karakter yaitu watak dasar manusia dalam prilaku sehari-

hari, sikap, sopan santun, kemampuan mengandalkan emosi, 

danbagaimana merespon sebuah kejadian. 

e. Credibility, kredibilitas ditunjukkan melalui kejujuran, integritas 

sehingga calon dapat dipercaya, dapat diandalkan untuk memikul 

tanggung jawabnya dengan benar. 

f. Commitment, komitmen ditunjukkan melalui kesungguhan dalam 

menyelesaikan tugas, walaupun dalam kondisi sulita atau tidak 

menguntungkan. 

g. Compability, kompatibilitas ditunjukkan dalam kepatuhan, kecocokan 

dengan budaya perusahaan, dapat bekerjasama dengan tim dan rekan 

kerja, dapat bergaul dengan orang atau lingkungan sekitarnya. 

7. Jenis-Jenis Rekrutmen 

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, terdapat dua jenis 

rekrutmen, yaitu:
9
 

a. Rekrutmen Internal 

Rekrutmen Internal adalah persediaan tenaga kerja dari dalam 

organisasi atau perusahaan untuk memenuhi permintaan karena 

                                                           
9
 Sondang P Siagian, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, (Jakarta: PT Bumi Aksara 

2019), h. 104. 
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adanya jabatan kosong. Untuk melakukan rekrutmen internal, kegiatan 

yang populer dan banyak digunakan, yaitu:
10

 

1) Rencana Suksesi, rekrutmen ini merupakan kegiatan yang 

difokuskan pada usaha mempersiapkan pekerja unuk mengisi 

posisi-posisi efektif. 

2) Penawaran Terbuka untuk Suku Jabatan (Job Posting), rekrutmen 

terbuka ini merupakan sistem mencari pekerja yang 

berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong, dengan 

memberikan kesempatan pada semua pekerja yang berminat. 

3) Perbantuan pekerja, rekrutmen internal ini dapat dilakukan 

melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja lain 

(pekerja yang ada). 

4) Kelompok Pekerja Sementara, adalah jumlah tenaga kerja yang 

dipekerjakan dan diupah menurut keperluan, dengan 

memperhitungkan jumlah jam atau hari kerja. 

5) Promosi dan Pemindahan, rekrutmen internal ini yang paling 

banyak dilakukan adalah promosi untuk mengisi kekosongan 

pada jabatan yang lebih tinggi yang diambil dari pekerja yang 

jabatannya lebih rendah. Sedangkan pemindahan adalah 

memindahkan pekerja dari suatu jabatan kejabatan lain yang 

jenjangnya sama. Promosi bersifat vertikal, sedang pemindahan 

bersifat horizontal. 

                                                           
10

 Anwar Prabu Mangkunegara, “Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan”, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2020), h. 34. 
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Dalam hal rekrutmen internal pastinya memiliki keuntungan 

seperti meningkatkan moral kerja dan kedisplinan karyawan karena 

dengan itu para karyawan memiliki peluang untuk dipromosikan ke 

jabatan yang lebih tinggi lagi. Dan juga tidak mengeluarkan biaya 

yang begitu banyak dikarenakan tidak perlu memasang iklan di 

berbagai media dan tidak memakan waktu yang lama, karena 

perekrutan ini dilakukan terhadapkaryawan sebuah perusahaan itu 

sendiri.16 Disisi lain dalam perekrutan internal ini juga memiliki 

kelemahan seperti kurangnya wibawakaryawan yang dipromosikan 

dan kurang membuka kesempatan sistem kerja baru. 

b. Rekrutmen Eksternal 

Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja 

di luar organisasi/ perusahaan, dan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan rekrutmen eksternal adalah sebagai berikut:
11

 

1) Hubungan dengan Universitas 

Universitas atau perguruan tinggi merupakan lembaga 

pendidikan yang bertugas menghasilkan tenaga kerja sesuai 

dengan lapangan pekerjaan yang terdapat dimasyarakat. Dengan 

demikian, berarti universitas merupakan sumber tenaga kerja 

yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi/perusahaan 

untukmengisi jabatan dibidang bisnis/produk lini dan jabatan 

penunjangnya. 

                                                           
11

 Ibid., h. 36. 
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2) Eksekutif atau mencari perusahaan 

Sering terjadi sebuah perusahaan memerlukan eksekutif 

senior untuk mengisi jabatan penting, dengan menawarkan upah/ 

gaji yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenis 

sebagai pesaingnya. Rekrutmen tersebut jika sulit dipenuhi, 

sekurang- kurangnyaperusahaandapatmengangkatkonsultanahli 

yang dapat diperolehnya di berbagai lembaga. 

3) Agen Tenaga Kerja 

Rekrutmen eksternal yang lainnya dapat dilakukan melalui 

agen tenaga kerja yang memiliki calon dengan berbagai 

kualifikasi dan kualitasnya. 

4) Rekrutmen dengan advertensi 

Rekrutmen eksternal dapat dilakukan dengancara 

mengadvertensikan tenaga kerja yang diperlukan. Dapat 

digunakan surat kabar lokal, termasuk majalah, radio dan televise, 

bahkan melalui surat yang disampaikan secara langsung kepada 

calon karyawan. 

Dalam hal rekrutmen eksternal ini memiliki keuntungan seperti 

karyawan baru dapat membawa system kerja yang lebih baik lagi 

untuk memajukan perusahaan, seperti: kewibawaan pejabat relative 

baik, kemungkinan membawa sistem kerja baru yang baik. 

Sedangkan, kekurangan merekrut dari luar perusahaan, yaitu: prestasi 

karyawan lama cenderung lebih turun, karena tidak ada kesempatan 
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untuk promosi, biaya penarikan besar, karena iklan dan seleksi, waktu 

penarikan karyawan lebih lama, orientasi dan induksi harus dilakukan, 

turn over cenderung akan meningkat, perilaku dan loyalitas belum 

diketahui. 

B. Petugas Ibadah Haji 

1. Pengertian Petugas Ibadah Haji 

Istilah petugas berasal dari kata tugas yang berarti yang wajib 

dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Sedangkan pengertian 

petugas adalah orang yang bertugas melakukan sesuatu.
12

 Adapun istilah 

haji dalam ensiklopedia Islam berarti menyengaja atau menuju dan 

mengunjungi. Ia diambil dari etimologi Bahasa Arab di mana kata haji 

mempunyai arti qashd, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja.
13

 Dari 

masing-masing istilah ini digabungkan menjadi satu yaitu petugas haji. 

Istilah ini digunakan oleh Kementrian Agama untuk menyebut petugas 

yang melayani jamaah haji. 

Kementrian Agama Direktorat Jendal Penyelenggara Haji Dan 

Umrah mengartikan petugas haji bahwa: 

“Petugas yang diangkat oleh Kementrian Agama yang diberikan 

tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi panitia 

penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi (Non Kloter), 

petugas haji yang menyertai jama’ah haji dan tenaga musim. 

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang petugas haji 

yang menyertai petugas jama’ah haji (Kloter)”.
14

 

                                                           
12

 Departemen Pendidikan dan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h. 1215 
13

 Kemenag RI, Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia, (Jakarta: CV. Duta Peraga, 

2010), h. 87 
14

 Ali, Aziz, “Manasik Haji dan Rahasia Memperoleh Haji Mambrur”, (Surabaya: PT. 

Terbit Terang, 2006), 54. 
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Untuk mendukung adanya analisis mekanisme rekrutmen petugas 

haji, maka dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an, yang menjelaskan 

tentang petugas ibadah haji, yaitu: 

 

Artinya: "Dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah 

haji; niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan 

kaki dan mengendarai unta yang kurus, dari berbagai jalan 

yang jauh." (Q.S. Al-Hajj : 27)
15

 

 

Ayat ini menunjukkan pentingnya ibadah haji, yang 

menggarisbawahi perlunya petugas yang kompeten untuk mendukung 

jamaah. Didalam Al-Qur’an dijelaskan tentang adanya petugas ibadah 

haji, yaitu: 

 

Artinya: "Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia 

ialah Baitullah yang berada di Bakkah, yang diberkahi dan 

menjadi petunjuk bagi seluruh alam." (Q.S. Al-Imran : 96)
16

 

   Ayat ini menjelaskan tentang mengedepankan signifikansi haji 

dalam Islam dan pentingnya pengelolaan yang baik oleh petugas. Dengan 

adanya ayat tersebut dapat menunjukkan adanya revansi syariat dalam 

pengelolaan ibadah haji. 

2. Persyaratan Petugas Ibadah Haji 

Keputusan  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Nomor 350 Tahun 2023 Bab III tentang Persyaratan Petugas 

                                                           
15

 Q.S. Al-Hajj : 27 
16

 Q.S. Al-Imran : 96 
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Penyelenggara Ibadah Haji Dan Pendukung Petugas Penyelenggara 

Ibadah Haji, yaitu:
17

 

a. Syarat umum 

1) Warga Negara Indonesia; 

2) Beragama Islam; 

3) Berbadan Sehat; 

4) Laki-laki dan/atau Perempuan; 

5) Tidak dalam keadaan hamil; 

6) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah; 

7) Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik; 

8) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi 

Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan 

dengan surat pernyataan; 

9) Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, 

pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI, unsur 

masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga 

keagamaan Islam, dan Pondok Pesantren; 

10) Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang 

memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

b. Syarat khusus 

1) Pelaksana Pelayanan Akomodasi: 

                                                           
17

 Keputusan  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 350 Tahun 

2023, Loc. Cit., Bab III. 
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a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan 

b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. 

2) Pelaksana Pelayanan Konsumsi: 

a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan 

b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. 

3) Pelaksana Pelayanan Transportasi: 

a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan 

b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. 

c) Pelaksana Bimbingan Ibadah: 

d) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; 

e) Telah menunaikan ibadah haji; 

f) Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji; 

g) Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan 

h) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. 

4) Pelaksana SISKOHAT: 

a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; 

b) Pegawai yang bertugas sebagai operator SISKOHAT pada 

Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor 

Kementerian Agama kabupaten/kota dengan masa kerja 

paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari atasan; 

c) Mampu mengoperasikan aplikasi SISKOHAT; 

d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan 
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e) Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis 

SISKOHAT yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

atau memiliki sertifikat atau piagam. 

5) Pelaksana Kedatangan dan Keberangkatan: 

a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; 

b) Diutamakan mampu mengoperasikan aplikasi SISKOHAT 

atau pernah mengoperasikan menu pelayanan kedatangan 

dan kepulangan pada aplikasi SISKOHAT; dan 

c) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. 

6) Pelaksana Media Center Haji: 

a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; 

b) Bekerja di bidang jurnalistik atau pegawai yang 

membidangi hubungan masyarakat pada Kementerian 

Agama; 

c) Memahami kode etik jurnalistik; 

d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. 

7) Pelaksana PKPPJH: 

a) Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 45 tahun pada 

saat mendaftar; 

b) Berprofesi sebagai dokter, paramedis, dan/atau penanganan 

bencana; 

c) Berasal dari unit pelayanan kesehatan, lembaga/instansi 

yang menangani bencana, dan unit penanganan bencana 
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pada organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan 

Islam dan pondok pesantren; 

d) Memahami dan mampu melakukan penangan krisis dan 

pertolongan pertama pada Jemaah Haji; dan 

e) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. 

8) Pelaksana Pelindungan Jemaah: 

a) Usia paling tinggi 55 tahun bagi laki-laki dan 45 tahun bagi 

perempuan pada saat mendaftar; 

b) Memahami prosedur pelindungan dan penanganan musibah 

serta penyelesaian kasus; 

c) berasal dari unsur TNI/POLRI; 

d) Pangkat tertinggi mayor untuk TNI atau Komisaris Polisi 

untuk POLRI; 

e) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. 

9) Pelaksana Layanan Jemaah Penyandang Disabilitas: 

a) Usia paling tinggi 45 tahun pada saat mendaftar; 

b) Diutamakan memiliki pengetahuan dan pengalaman 

dalam menangani lansia dan/atau penyandang disabilitas; 

c) Diutamakan memiliki kemampuan menggunakan bahasa 

yang digunakan penyandang disabilitas; dan 

d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris. 
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3. Rekrutmen Petugas Ibadah Haji 

Keputusan  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Nomor 350 Tahun 2023 Bab IV tentang Rekrutmen Petugas 

Penyelenggara Ibadah Haji Dan Pendukung Petugas Penyelenggara 

Ibadah Haji, yaitu:
18

 

a. Rekrutmen PPIH dilaksanakan melalui mekanisme seleksi dan/atau 

penunjukan. 

b. Mekanisme Seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri 

atas: 

1) PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi; dan 

2) PPIH Kloter. 

c. Mekanisme Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 

terdiri atas: 

1) PPIH Pusat dan Pendukung PPIH Pusat; 

2) PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi; dan 

3) PPIH Embarkasi dan Pendukung PPIH Embarkasi. 

4. Mekanisme Seleksi Petugas Ibadah Haji 

Keputusan  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Nomor 350 Tahun 2023 Bab V tentang Mekanisme Seleksi Petugas 

Penyelenggara Ibadah Haji, yaitu:
19

 

a. Mekanisme Seleksi PPIH melalui tahapan: 

1) Tingkat Daerah 

                                                           
18

 Ibid., Bab IV. 
19

 Ibid., Bab V. 
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a) Tahap Pertama di Kabupaten/Kota 

(1) Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap 

pertama dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota meliputi seleksi administrasi dan 

seleksi kompetensi melalui CAT; 

(2) Peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi syarat 

administrasi dapat mengikuti seleksi CAT; 

(3) Peserta yang mengikuti seleksi tahap pertama akan 

diurutkan berdasarkan nilai tertinggi; 

(4) Jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi tahap 

kedua paling sedikit dua kali lipat kuota petugas yang 

tersedia; 

(5) Peserta yang diusulkan mengikuti Seleksi tahap kedua 

diumumkan minimal melalui papan pengumuman 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 

(6) Hasil penilaian seleksi tahap pertama dituangkan dalam 

berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan 

Sekretaris Panitia; 

(7) Hasil penilaian seleksi tahap pertama dilaporkan 

kepada Kepala Kantor Wilayah. 

b) Tahap Kedua di Provinsi 

(1) Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap kedua 

dilaksanakan pada Kantor Wilayah yang meliputi 
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seleksi kompetensi melalui CAT, dan wawancara 

pendalaman bidang tugas; 

(2) Peserta seleksi tahap kedua diurutkan berdasarkan nilai 

tertinggi; 

(3) Hasil penilaian seleksi tahap kedua dituangkan dalam 

berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan 

Sekretaris Panitia dan diumumkan minimal di papan 

pengumuman Kantor Wilayah; 

(4) Berita acara, berkas seleksi wawancara pendalaman 

bidang tugas, dan hasil penilaian seleksi tahap kedua 

dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada 

Direktur Jenderal; 

(5) Kepala Kantor Wilayah mengundang calon PPIH 

Kloter hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota 

petugas sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Kloter 

di embarkasi; 

(6) Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Direktur 

Jenderal, calon PPIH Kloter yang telah mengikuti 

Bimbingan Teknis dan dinyatakan lulus untuk 

ditetapkan sebagai PPIH Kloter; 

(7) Direktur Jenderal mengundang calon PPIH Arab Saudi 

hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas pada 
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masing-masing bidang tugas layanan sebagai peserta 

Bimbingan Teknis PPIH Arab Saudi di Pusat; dan 

(8) Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama 

menetapkan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter. 

2) Tingkat Pusat 

a) Tahap Seleksi 

(1) Seleksi PPIH Arab Saudi tingkat Pusat dilaksanakan 

oleh Panitia Seleksi pada Direktorat Jenderal; 

(2) Peserta seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat berasal 

dari eselon I Kementerian Agama/instansi terkait/ormas 

Islam tingkat pusat; 

b) Tahapan seleksi PPIH Arab Saudi terdiri atas: 

(1) Administrasi; 

(2) kompetensi melalui CAT; dan 

(3) wawancara pendalaman bidang tugas. 

(4) Direktur Jenderal mengundang peserta seleksi PPIH 

Arab Saudi sebanyak kuota yang dibutuhkan 

berdasarkan urutan nilai tertinggi untuk mengikuti 

Bimbingan Teknis; dan 

(5) Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama 

menetapkan PPIH Arab Saudi. 

b. Alur Pelaksanaan Seleksi 

Alur pelaksanaaan Seleksi PPIH terdiri atas: 
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1) Direktorat Jenderal : 

a) Menyusun alokasi kebutuhan PPIH Arab Saudi, PPIH 

Kloter, dan Pendukung PPIH; 

b) Menyiapkan jadwal seleksi PPIH; 

c) Menyiapkan persyaratan seleksi administrasi, CAT, dan 

wawancara; 

d) Membuat surat edaran tentang alokasi petugas, pedoman 

dan jadwal pelaksanaan seleksi; 

e) Mengumumkan pelaksanaan seleksi calon PPIH Arab Saudi 

dan PPIH Kloter melalui website Kementerian Agama; 

f) Membentuk Panitia Seleksi tingkat Pusat; 

g) Melaksanakan seleksi tingkat pusat; dan 

h) Panitia Seleksi tingkat Pusat melaporkan hasil seleksi 

kepada Direktur Jenderal. 

2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi: 

a) Membentuk Panitia Seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab 

Saudi untuk tingkat Provinsi; 

b) Membuat surat edaran kepada Unit eselon III Kantor 

Wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang 

seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter; 

c) Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi calon PPIH 

Arab Saudi dan PPIH Kloter paling sedikit pada papan 

pengumuman di Kantor Wilayah; 
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d) Melaksanakan seleksi; 

e) Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Kepala 

Kantor Wilayah; dan 

f) Kepala Kantor Wilayah melaporkan hasil seleksi kepada 

Direktur Jenderal. 

3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota: 

a) Membentuk Panitia Seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab 

Saudi untuk tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 

b) Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi calon PPIH 

Arab Saudi dan PPIH Kloter pada papan pengumuman di 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 

c) Melaksanakan seleksi; 

d) Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan 

e) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor Wilayah. 

4) Konsulat Jenderal RI Jeddah c.q. Staf Teknis Haji: 

a) Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi Pendukung 

PPIH Arab Saudi; 

b) Menyampaikan kuota Pendukung PPIH Arab Saudi dari 

unsur mahasiswa dan jadwal seleksi kepada masing-masing 

Kepala Perwakilan RI; 

c) Membentuk Panitia Seleksi; 
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d) Menyiapkan materi seleksi; 

e) Melaksanakan seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi; dan 

f) Melaporkan hasil seleksi Pendukung PPIH kepada Direktur 

Jenderal untuk ditetapkan sebagai Pendukung PPIH Arab 

Saudi. 

5. Macam-Macam Petugas Ibadah Haji 

Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 

RI membagi petugas haji menjadi tiga bagian yaitu:
20

 Petugas Kloter, 

Petugas Non Kloter, dan Tenaga Musim. Adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 

a. Petugas haji yang menyertai jamaah haji (Kloter) terdiri dari: 

1) Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) adalah petugas 

yangmenyertai jamaah dalam bidang administrasi dan 

manajerial (ketuakloter). 

2) Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) adalah petugas 

yang menyertai jamaah dalam bidang bimbingan ibadah 

(pembimbing ibadah). 

3) Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) adalah petugas yang 

menyertai jamaah dalam bidang pelayanan kesehatan baik 

dokter, perawat atau petugas kesehatan lainnya seperti ahli gizi, 

ahli rekammedik, tenaga farmasi ataupun sanitarian. 

                                                           
20

 Peraturan   Menteri   Agama   Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji regular, h. 11. 
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4) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) adalah petugas haji yang 

ditetapkan oleh Gubernur/Walikota atau Bupati untuk melayani 

daerah masing masing dalam bidang pelayanan umum dan 

ibadah. 

5) Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) adalah petugas haji yang 

ditetapkan oleh Gubernur/Walikota atau Bupati untuk melayani 

daerah masing masing dalam bidang kesehatan. 

b. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Non Kloter) terdiri dari: 

1) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) adalah Panitia yang 

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan haji baik 

ditingkat Pusat, Arab Saudi, dan Embarkasi. 

2) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Pusat) adalah Panitia 

Penyelenggara Ibadah haji yang bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan perhajian yang di tempatkan di 

kementerian Agama Republik Indonesia. 

3) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Arab Saudi) adalah 

Petugas Haji yang bertanggung jawab dalam pembinaan, 

pelayanan umum, bimbingan ibadah, pelayanan kesehatan serta 

perlindungan jamaah haji di Arab Saudi. PPIH Arab Saudi 

ditugaskan di tigadaerah kerja, yaitu: Jeddah, Madinah dan 

Makkah serta Kantor Misi Haji di Jeddah. 

4) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Embarkasi) adalah 

petugas haji yang bertanggung jawab pada pembinaan, 
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pelayananumum, bimbingan ibadah dan pelayanan kesehatan 

serta perlindungan setiap calon jamaah haji di setiap Embarkasi. 

c. Tenaga Musim yang disingkat Temus adalah petugas haji yang 

direkrut dari mahasiswa Arab Saudi dan sekitarnya serta WNI yang 

berdomisili di Arab Saudi ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), 

dapat dianggap juga sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau 

metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pokoknya adalah peneliti 

berangkat ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena 

dalam suatu keadaan alamiah.
1
 

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif, penelitian deskriptif merupakan 

metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterprestasi 

objek secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi 

tertentu. Dalam penelitian ini penulis gunakan untuk mengamati maupun 

mencari suatu informasi, fakta-fakta, fenomena, keadaan atau pun peristiwa 

yang terjadi dalam upaya mendapatkan data dan fakta terhadap suatu 

persoalan yang akan diteliti yang kemudian dilakukan dengan cara 

mendeskripsikannya secara nyata dan tepat. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian yang akan penulis 

laksanakan di Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah merupakan 

penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis 

mengumpulkan data secara langsung melalui pengajuan pertanyaaan yang 

penulis ajukan kepada pihak terkait, kemudian jawaban-jawaban yang telah 

dicatat untuk pembuktian data penulis. Penelitian ini bersifat deskriptif yang 

                                                           
1
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitaif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), h. 26 
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berarti penulis ingin menggambarkan atau memberi gambaran secara objektif, 

dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden sehingga mendapati 

jawaban yang diperlukan. 

B. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland, penelitian kualitatif bersumber dari 

data utama yaitu kata-kata dan tindakan selebihnya ada data tambahan seperti 

dokumentasi.
2
 Berdasarkan sumber pengambilannya, sumber data dibedakan 

menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung 

dilapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian, baik 

melalui wawancara, observasi dan alat lainnya yang merupakan data 

primer.
3
 Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian 

yang langsung berhubungan dengan analisis mekanisme rekrutmen 

petugas ibadah haji periode 2023 di Kementrian Agama Kabupaten 

Lampung Tengah. Maka sumber utamanya yaitu hasil observasi dan 

wawancara langsung dengan Ibu Emayani selaku kasi PHU dan Bapak 

Farid selaku kepala Kementrian Agama Lampung Tengah, serta 1 orang 

yang lulus seleksi. Sehingga, dapat dijadikan sumber informasi utama 

yang berkaitan dengan penelitian yang berlangsung. 

 

 

                                                           
2
 Lexy J Moleong, Op.cit, h. 157. 

3
 Ibid., 146. 
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2. Sumber Data Skunder 

Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti 

dari sumber-sumber yang telah ada.
4
 Sumber data sekunder merupakan 

sumber data tambahan yaitu data diluar tindakan seperti sumber tertulis. 

Dalam peneltian ini data sekunder yang digunakan adalah sumber data 

yang di peroleh dari undang-undang atau peraturan pemerintah, jurnal 

dan internet, yang berkaitan dengan analisis mekanisme rekrutmen 

petugas ibadah haji periode 2023 di Kementrian Agama Kabupaten 

Lampung Tengah, sehingga dapat dijadikan sebagai penunjang data 

dalam penelitian. 

C. Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pelaksanaan prosedur untuk mengumpulkan data, sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Menurut Esterberg, wawancara dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Wawancara terstruktur (Structured Interview) digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. 

                                                           
4
 Ibid., h. 146. 
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b. Wawancara semi-struktur (Semisctructure Interview) 

wawancra ini sudah termasuk dalam kategori in-dept 

interview yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

c. Wawancara tak berstruktur (Unstructured Interview) adalah 

wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan data.
5
 

 

Berdasarkan jenis wawancara diatas, maka penelitian ini 

menggunakan wawancara terstruktur. wawacara terstruktur dilaksanakan 

secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik.  

Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bertujuan untuk mengetahui lebih dalam analisis mekanisme rekrutmen 

petugas ibadah haji periode 2023 di Kementrian Agama Kabupaten 

Lampung Tengah. 

2. Obeservasi 

Observasi adalah pengamatan langsung pada suatu objek yang 

hendak di teliti. Observasi dilakukan bertujuan untuk memperoleh data 

dan bahan yang akurat yang memfokuskan pada seseorang atau peristiwa 

tindakan tentang apa yang sedang diteliti atau yang sedang terjadi.
6
 

Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi terstruktur 

yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang 

diamati, kapan, dan dimana tempatnya. Jadi, observasi terstruktur 

dilakukan apabila peneliti telah tau dengan pasti variabel yang akan 

                                                           
5
 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, (Alfabeta: Bandung 

2019), 224. 
6
Uhar Suharputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2012), 209. 



41 

 

diamati. Disini penulis menggunakan observasi terstruktur, yakni 

melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang ada dan yang tidak 

terungkap atau kurang jelas lewat wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
7
 

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data-data yang berhubungan dengan arah penelitian seperti 

profil tempat atau lokasi yang akan diteliti, sejarah, di Kementrian 

Agama Kabupaten Lampung Tengah.
 

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Keabsahan suatu data dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan 

mengetahui kredibilitas data yang telah terkumpul selama proses penelitian. 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik 

untuk menjamin keabsahan data kualitatif dibagi menjadi beberapa, yaitu: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan. 

2. Ketekunan Pengamatan. 

3. Triangulasi. 

4. Pengecekan Sejawat. 

5. Analisis Kasus Negatif. 

6. Pengecekan Anggota. 

7. Uraian Rinci 

8. Auditing.
8
 

 

                                                           
7
 Sugiyono, Op. Cit,. h. 274. 

8
 Lexy J. Op. Cit, .h. 324. 
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Teknik yang akan digunakan peneliti dalam pengecekan dan 

keabsahan data dalam penelitian ini yaitu Triangulasi. “Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu.” Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan 

triangulasi waktu. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Penulis menggunakan triangulasi sumber dengan 

membandingkan hal yang dikatakan antara kasi PHU dan kepala 

Kementrian Agama Lampung Tengah. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Teknik triangulasi ini digunakan penulis untuk 

membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian 

dicek dengan wawancara. 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 
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mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
9
 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data dalam periode tertentu. 

Selanjutnya menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu: Data Reduction, Data Display dan Conclusion 

Drawing/Verification.
10

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya bila perlu. 

Proses reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data serta informasi dari catatan hasil observasi berupa 

wawancara hal-hal yang berkaitan dengan analisis mekanisme rekrutmen 

petugas ibadah haji periode 2023 di Kementrian Agama Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

 

                                                           
9
 Ibid., h. 248. 

10
 Sugiyono, Op. Cit., h.  246. 
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2. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut.
11

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data display yaitu 

informasi yang sebelumnya sudah diperoleh di Kementrian Agama 

Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan fokus penelitian supaya 

setelah itu dapat disusun dengan baik, sehingga data dengan mudah 

dibaca dan dipahami mengenai kejadian yang berkaitan dengan analisis 

mekanisme rekrutmen petugas ibadah haji periode 2023, dengan 

disajikan data yang terperinci maka dapat dengan mudah untuk dipahami 

bagaimana peristiwa yang terjadi yang selanjutnya dapat merencanakan 

kerja berdasarkan data yang sudah dipahami. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan 

                                                           
11

 Ibid., h. 249. 
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data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
12

 

Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran umum objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis 

atau teori. Data yang sudah terkumpul kemudian dipilih, disajikan 

selanjutnya ditarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ibid., h. 252. 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Mekanisme Rekrutmen Petugas Ibadah Haji Periode 2023 di 

Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Kementrian Agama Kabubaten 

Lampung Tengah 

Kementerian Agama Republik Indonesia yang sebelumnya 

bernama Departemen Agama Republik Indonesia berdiri pada tanggal 3 

Januari 1946. Bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1346 H. Hal ini 

berdasarkan ketetapan pemerintah nomor 1/SD tahun 1946. Adapun 

Menteri Agama pertama saat itu adalah K.H. Dr. Rasjidi B.A., yang 

membawa motto Departemen Agama adalah “Ikhlas Beramal”.
1
 

Pada tanggal 23 April 1946 terbit Maklumat Menteri Agama 

Nomor 2 tahun 1946 yang menetapkan Shomuko (bagian Agama pada 

Kantor Keresidenan/Syatyo) menjadi jawatan agama daerah. Keresidenan 

Lampung pada saat itu berada di bawah Provinsi Sumatera yang berpusat 

di Sumatera Utara. Pada tahun 1949 acting Kepala Jawatan Agama 

Daerah Keresidenan Lampung Darurat RI bergabung dengan rombongan 

acting Residen Darurat RI dengan membawahi tiga Kewedanan, yaitu 

Kewedanan Lampung Selatan, Kewedanan Lampung Tengah, dan 

Kewedanan Lampung Utara. 

                                                           
1
 Dokumen Profil Kementrian Agama Kabubaten Lampung Tengah, 2023. 
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Pada tahun 1950 terbentuklah Provinsi Sumatera Selatan yang 

membawahi 4 (empat) wilayah, yaitu Palembang, Lampung, Bengkulu 

dan Bangka Belitung. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 1950 Instansi 

Agama ditingkat Keresidenan dibubarkan dan kemudian diberi nama 

Kantor Urusan Agama Kabupaten, yang secara hirarki berada di bawah 

Kantor Urusan Agama Provinsi Sumatera Selatan. Seiring dengan 

perjalanan waktu, maka terjadilah perubahan-perubahan seperti Bagian 

Penerangan Kantor Urusan Agama Kabupaten menjadi staf Penerangan 

pada Kantor Urusan Agama Kabupaten dan Bagian Pendidikan menjadi 

Kantor Pendidikan Agama Kabupaten. Perkembangan selanjutnya, 

jabatan Agama Keresidenan Lampung dibubarkan dan dibentuk 

Koordinator Urusan Agama Daerah Lampung dan Koordinator 

Penerangan Agama Daerah Lampung dan Pengawas Pendidikan Daerah 

Lampung. 

Pada tahun 1952 terbitlah PMA No. 10 tahun 1959 tentang 

Susunan Organisasi Departemen AgamaTingkat Daerah yaitu sebagai 

berikut:
2
 

a. Jawatan Urusan Agama, yang terdiri dari: 

1) Kantor Urusan Agama Daerah 

2) Kantor Urusan Agama Kabupaten 

3) Kantor Urusan Agama Kecamatan 

 

                                                           
2
 Ibid., 2023 
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b. Jawatan Penerangan Agama, yang terdiri dari: 

1) Kantor Penerangan Agama Provinsi 

2) Pegawai Penerangan Agama 

c. Jawatan Peradilan Agama 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, Wilayah 

Sumatera Selatan dipecah menjadi 3 Provinsi yaitu: Provinsi Sumatera 

Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Dengan berdirinya 

Provinsi Lampung, maka Koordinator-Koordinator dan Pengawas Urusan 

Agama Daerah dibubarkan. Kemuadian pada tahun 1966, dibentuklah 

Kantor Urusan Agama ProvinsiLampung, Kantor Pendidikan Agama 

Provinsi Lampung dan Kantor Penerangan Agama Provinsi Lampung. 

Adapun pejabat-pejabat saat itu adalah: 

a. K.H. Hasanuddin sebagai Kepala Urusan Agama Provinsi Lampung; 

b. K.H. A. Shobir sebagai Kepala Kantor Pendidikan Agama Provinsi 

Lampung; 

c. H. Baherom Bakar sebagai Kepala Kantor Penerangan Agama 

Provinsi Lampung; 

d. K.H. M. Safi’i sebagai Ketua Mahkamah Syariah. 

Adapun Kantor Urusan Agama Provinsi Lampung membawahi 4 

Kantor Urusan Agama, yaitu: 

a. Kantor Urusan Agama KotamadyaTanjung Karang Teluk Betung 

b. Kantor Urusan Agama KabupatenLampung Selatan 

c. Kantor Urusan Agama KabupatenLampung Tengah 
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d. Kantor Urusan Agama KabupatenLampung Utara 

Pada tahun 1967 terbitlah KMA Nomor 91 Tahun 1967 tanggal 5 

Agustus 1967 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama Daerah 

sebagai berikut: 

a. Perwakilan Departemen Agama Provinsi yang sederajat beserta 

jawatan-jawatannya. 

b. Perwakilan Departemen Agama yang sederajat dengan dinas-

dinasnya. 

c. Kantor Urusan Kecamatan. 

Adapun Perwakilan Departemen Agama Provinsi Lampung 

membawahi 4 (empat) Perwakilan Departemen Agama yaitu:  

a. Perwakilan Departemen Agama Kotamadya Tanjung Karang Teluk 

Betung 

b. Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Selatan 

c. Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah 

d. Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Utara 

Pada tahun 1975 terbitlah KMA Nomor 18 Tahun 1975 tentang 

berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung 

dengan Kepala Kanwil yang pertama adalah H. Baherom Bakar. 

Bersamaan dengan berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Lampung, berdiri pula Kantor Departemen Agama Kabupaten 

Lampung Tengah. Pada mulanya Kantor Departemen Agama Kabupaten 
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Lampung Tengah berada di jalan Hi. Arsyad No. VI Kota Metro yang 

dipimpin oleh Drs. Zuhri I.M. 

Pada saat itu Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung 

Tengah memiliki wilayah kerja yang cukup luas, sehingga pada tahun 

2000-an, Pemerintah Daerah KabupatenLampung Tengah mengadakan 

pemekaran wilayah menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten 

Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro. 

Dengan begitu, akan terpisah pula wilayah kerja Departemen 

Agama Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kantor Departemen 

Agama Kabupaten Lampung Tengah, Kantor Departemen Agama 

Kabupaten Lampung Timur dan Kantor Departemen Agama Kota Metro. 

Selanjutnya, Kantor Departemen Agama KabupatenLampung Tengah 

pindah ke Ibu kota Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih yang 

beralamat di jalan H. Muchtar No. 1 Gunung Sugih. 

Sejak berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Lampung Tengah hingga saat ini sudah 9 (sembilan) kali terjadi 

pergantian pimpinan. Mulai dari Kantor Kementerian Agama yang 

berkedudukan di jalan Hi. Arsyad No. VI Kota Metro yang dikepalai oleh 

Drs. Zuhri, I.M. (Periode Tahun 1973-1977), kemudian digantikan oleh 

Drs. Mawardi, A.S. (Periode Tahun 1977-1980) dilanjutkan dengan Drs. 

H. Maulana Azis (Periode Tahun 1980-1984). Pada tahun 1984-1987 

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dipimpin oleh Drs. H. 

Salim Idris, S.H., kemudian digantikan oleh Drs. H.A. Sjatibi (Periode 



51 

 

Tahun 1987-1991). Dan pada tahun 1991-1997 dipimpin kembali oleh 

Drs. H. Salim Idris hingga pecahnya Kabupaten Lampung Tengah 

menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Metro, Lampung Tengah dan Lampung 

Timur. Sehingga Kantor Kementerian Agama kabupaten Lampung 

Tengah berkedudukan di Ibukota Gunung Sugih yang dikepalai oleh Drs. 

H. Abdullah Ismail (PeriodeTahun 1997-2004), kemudian dilanjutkan 

oleh Drs. H. Azmi Kusairi (Periode Tahun 2004-2007), pada tahun 2007 

s.d 2017 dipimpin oleh Drs. H. Ahmad Syaubari, pada tahun 2017 s.d 19 

Januari 2021 dipimpin oleh Drs. H. Jamaludin, M. M., dan selanjutnya 19 

Januari 2021 s.d26 Mei 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Lampung Tengah dipimpin oleh H. Farid Wajedi, S. Ag., M. Kom. I., 

selanjutnya 26 Mei2024 s.d sekarang Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Lampung Tengah dipimpin oleh H. Maryan Hasan, S.Ag., 

M.Pd.I. 

2. Visi, Misi dan Tujuan Kantor Kementrian Agama Kabubaten 

Lampung Tengah 

a. Visi Kantor Kementrian Agama Kabubaten Lampung Tengah 

Visi Kantor Kementrian Agama Kabubaten Lampung Tengah 

adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam 

membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul 

untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berdasarkan gotong royong.
3
 

                                                           
3
 Dokumen Profil Kementrian Agama Kabubaten Lampung Tengah, 2023. 
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b. Misi Kantor Kementrian Agama Kabubaten Lampung Tengah 

Misi Kantor Kementrian Agama Kabubaten Lampung 

Tengah, yaitu: 

1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;  

2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 

3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;  

6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

tepercaya;  

7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman 

pada seluruh warga;  

8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya; 

9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. 

3. Struktur Organisasi Kantor Kementrian Agama Kabubaten 

Lampung Tengah 

Struktur organisasi ialah suatu tatanan yang memiliki hubungan 

antara tiap bagian atau bidang dalam sebuah lembaga atau instansu dalam 

rangka menjalankan kegiatan operasional demi mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Struktur organisasi Kantor Kementrian Agama 

Kabubaten Lampung Tengah tersaji dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.1 

Struktur Organisasi Kantor Kementrian Agama 

Kabubaten Lampung Tengah 

 

 
Sumber: Dokumen Profil Kementrian Agama Kabubaten Lampung Tengah, 2023. 

 

Adapun masing-masing tugas dan fungsi dari Struktur Organisasi 

tersebut  adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah 

Kantor  Kementerian  Agama  kabupaten/kota  bertugas 

melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah  

kabupaten/kota  berdasarkan  kebijakan  Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam melaksanakan tugas Kementerian  Agama  

kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1) Perumusan  dan  penetapan  visi,  misi,  dan  kebijakan teknis  di  

bidang  pelayanan  dan  bimbingan  kehidupan beragama kepada 

masyarakat di kabupaten/kota; 

2) Pelayanan,  bimbingan,  dan  pembinaan  kehidupan beragama; 
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3) Pelayanan,  bimbingan,  dan  pembinaan  haji  dan umrah, serta 

zakat dan wakaf; 

4) Pelayanan,  bimbingan,  dan  pembinaan  di  bidang pendidikan  

madrasah,  pendidikan  agama,  dan pendidikan keagamaan; 

5) Pembinaan kerukunan umat beragama; 

6) Pelaksanaan  kebijakan  teknis  di  bidang  pengelolaan 

administrasi dan informasi; 

7) Pengoordinasian  perencanaan,  pengendalian, pengawasan, dan 

evaluasi program; dan 

8) Pelaksanaan  hubungan  dengan  pemerintah  daerah, instansi  

terkait,  dan  lembaga  masyarakat  dalam rangka  pelaksanaan  

tugas  kementerian  agama  di kabupaten/kota. 

b. Seksi  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah (PHU) 

Seksi  Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah sebagaimana 

dimaksud  dalam  Pasal  571  huruf  e  PMA 19 Tahun 2019 bertugas 

melakukan  pelayanan,  bimbingan  teknis,  pengelolaan data  dan  

informasi,  serta  penyusunan  rencana  dan pelaporan di bidang 

pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan  manasik,  bina  haji  

reguler,  penyelenggara haji  khusus  dan  umrah,  transportasi  dan  

dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. 

c. Penyusunan Dokumentasi 

Penyusunan Dokumentasi bertugas, sebagai: 

1) Pengetikan SPPH Calon Jamaah Haji 
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2) Menyusun Pramanifes Jamaah Calon Haji Tahun berjalan 

3) Memeriksa kelengkapan Dokumen Jemaah Haji yang ditetapkan 

pada tahun berjalan 

4) Mengetik Surat Rekomendasi Paspor Haji Reguler 

5) Pengiriman paspor jamaah haji ke Kanwil Kemenag Provinsi 

Lampung 

6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan 

7) Mengelola Dana DIPA 

d. Penyusunan Pembinaan Haji dan Umroh 

Penyusunan Pembinaan Haji dan Umroh bertugas, sebagai 

bagian dari pelayanan yang di berikan oleh pemerintah pada calon 

jamaah haji. Pembinaan Haji dan Umroh tersebut berupa pemberian 

pengtahuan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh 

yang sesuai tuntunan agama. 

e. Penyusunan Bahan Pendaftaran/Pembatalan Haji/SISKOHAT 

Penyusunan Bahan Pendaftaran/Pembatalan Haji/SISKOHAT, 

bertugas sebagai: 

1) Menulis data petugas haji. 

2) Sortir surat masuk dan keluar pada bagian PHU. 

3) Mengentry Data Calon Jamaah Haji ke dalam Aplikasi Siskohat. 

4) Pengiriman paspor jamaah haji ke Kanwil Kemenag Provinsi 

Lampung. 

5) Menyusun dan mengarsipkan Berkas Pendaftar Haji. 
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6) Menyusun dan mengarsipkan Berkas Pembatalan Haji. 

7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

B. Deskripsi Mekanisme Rekrutmen Petugas Ibadah Haji Periode 2023 di 

Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah 

1. Hasil Penelitian 

Mekanisme Rekrutmen Petugas Ibadah Haji Periode 2023 di 

Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah merupakan suatu 

bagian utama dalam proses pengumpulan calon tenaga kerja baru yang 

sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh sebuah instansi. Rekrutmen 

tenaga kerja yang baru sangat diperlukan guna mengisi kekosongan 

jabatan yang ada disebuah instansi tersebut, agar perusahaan tetap 

berjalan sebagaimana mestinya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui 

metode wawancara secara langsung dengan Ibu Emayani selaku kasi 

PHU dan Bapak Farid selaku kepala Kementrian Agama Lampung 

Tengah, serta Ahmad Tajudi merupakan 1 orang yang lulus seleksi, 

mengenai Analisis Mekanisme Rekrutmen Petugas Ibadah Haji Periode 

2023 di Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah dapat 

dijelaskan bahwa proses rekrutmen harus dilakukan, karena untuk 

mengantisipasi adanya ketidaksesuaian dengan apa yang telah 

direncanakan dan apa yang akan didapatkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber mengenai 

tanggapan tentang mekanisme rekrutmen petugas ibadah haji periode 
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2023 di kementrian agama kabupaten lampung tengah dapat dipahami 

bahwa mekanisme rekrutmen petugas ibadah haji pada dasarnya 

rekrutment ialah suatu proses pengumpulan calon tenaga kerja baru yang 

sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh kementrian agama kabupaten 

lampung tengah.
4
 Dalam hal ini, rekrutmen tenaga kerja yang baru sangat 

diperlukan guna mengisi kekosongan jabatan yang ada disebuah instansi 

tersebut, agar kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Proses 

rekrutmen harus dilakukan, karena untuk mengantisipasi adanya 

ketidaksesuaian dengan apa yang telah direncanakan dan apa yang akan 

didapatkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber, dapat 

dipahami tujuan mekanisme rekrutmen petugas ibadah haji yang ialah 

mengumpulkan calon tenaga kerja baru yang sesuai dengan posisi yang 

dibutuhkan oleh kementrian agama kabupaten lampung tengah dengan 

melalui berbagai proses agar di tempatkan pada suatu posisi/jabatan 

apabila memenuhi kriteria atau kualifikasi.
5
 

Adapun proses rekrutmen petugas ibadah haji dilakukan oleh 

Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan 

pelaksanaan dan jenis tes seleksi petugas haji sebagai berikut. 

 

 

                                                           
4
 Hasil wawancara dengan Ibu Emayani, Bapak Farid, dan Ahmad Tajudin, pada tanggal 

7 Juni 2024. 
5
 Hasil wawancara dengan Ibu Emayani, Bapak Farid, dan Ahmad Tajudin, pada tanggal 

7 Juni 2024. 
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a. Tahap pertama 

Tes kompetensi pertama dilakukan di Kantor Kementrian 

Agama Kota/Kabupaten, yaitu: 

1) Seleksi Administrasi 

2) Seleksi kompetensi melalui CAT (Computer Asisted Tes) 

b. Tahap kedua 

Pada tahapan kedua ini pelaksanaan tes dilakukan pada 

Kantor Wilayah Kementrian Agama tingkat tingkat provinsi yang 

meliputi tes: 

1) Verifikasi berkas 

2) Tes kompetensi melalui CAT (Computer Asisted Tes). 

3) Wawancara 

c. Jadwal kegiatan Rekrutmen Petugas Ibadah Haji 

Jadwal petugas ibadah haji dilaksnakan mulai 4 Januari 2023 

s/d 1 Februari 2023. Berikut tabel jadwal kegiatan Rekrutmen 

Petugas Ibadah Haji. 

Tabel 4.2 

Jadwal Kegiatan Rekrutmen Petugas Ibadah Haji 

No Kegiatan Waktu 

1. Pengumuman pelaksanaan rekrutmen 

PPIH Kloter dan Arab Saudi Tahun 

1444 H/2023 M. 

4 Januari 2023 

2. Pembentukan panitia seleksi tingkat 

Kabupaten/Kota dan Provinsi. 

4-5 Januari 2023 

3. Rapat koordinasi dan sosialisasi 

pelaksanaan CAT. 

9 Januari 2023 

4. Penerimaan pendaftaran calon PPIH 

tingkat Kabupaten/Kota dan seleksi 

administrasi. 

9-20 Januari 2023 
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No Kegiatan Waktu 

5. Seleksi CAT tahap pertama di 

Kanwil/Kabupaten/Kota. 

25 Januari 2023 

6. Pengumuman peserta yang berhak 

mengikuti tes seleksi di tingkat 

Provinsi. 

26 Januari 2023 

7. Batas akhir penyampaian hasil seleksi 

di tingkat Kabupatn/Kota (Administrasi 

dan Tertulis) 

27 Januari 2023 

8. Seleksi CAT dan praktek di tingkat 

wilayah Provinsi. 

31 Januari 2023 

9. Pengumuman hasil seleksi. 1 Februari 2023 

 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai efektifitas dan prinsip 

rekrutmen yang efektif digunakan dalam perekrutan petugas ibadah haji 

periode 2023 di kementrian agama kabupaten lampung tengah dengan 

ketiga narasumber, dapat dipahami efektifitas dan prinsip rekrutmen yang 

efektif digunakan dalam perekrutan petugas ibadah haji dilakukan 

dengan baik menggunakan perencaan yang matang memenuhi 

kualifikasi, dan melakukan evaluasi agar sesuai dengan kualifikasi 

jabatan yang dibutuhkan.
6
 Sedangkan, prinsip rekrutmen yang efektif 

memiliki mutu karyawan yang sesuai dengan kebutuhan, jumlah 

karyawan, analisis biaya-manfaat yang cermat, perencanaan, fleksibilitas, 

dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berlaku. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kriteria dalam seleksi dan 

faktor pendukung, serta penghambat dalam rekrutmen petugas ibadah 

haji periode 2023 di kementrian agama kabupaten lampung tengah 

dengan ketiga narasumber bahwa Kriteria dalam seleksi rekrutmen 

                                                           
6
 Hasil wawancara dengan Ibu Emayani, Bapak Farid, dan Ahmad Tajudin, pada tanggal 

7 Juni 2024. 
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petugas ibadah haji, yaitu: memiliki kemampuan dasar, memiliki 

kapasitas maksimum, memiliki kreatifitas, memiliki prilaku sopan 

santun, memiliki kejujuran, dan memiliki kompatibilitas ditunjukkan 

dalam kepatuhan. Serta, faktor pendukung rekrutmen petugas ibadah haji, 

sepeti faktor organisasi, kebiasaan pencari tenaga kerja, dan kondisi 

eksternal lingkungan. Sedangkan, faktor penghambat rekrutmen petugas 

ibadah haji, sepeti kurangnya perhatian atau kebijaksanaan dari 

organisasi, kurang berpengalaman pencari tenaga kerja dalam 

melaksanakan rekrutmen, dan kurangnya perhatian terhadap kondisi 

lingkungan. 

Demikian, kriteria dalam seleksi, seperti Memiliki kemampuan 

kemampuan nalar, kecerdasan, berpikir sitematis, memiliki kapasitas 

maksimum, memiliki kreatifitas, memiliki sikap yang sopan santun, 

kemampuan mengandalkan emosi dalam bagaimana merespon sebuah 

kejadian, memiliki kejujuran, dan memiliki kompatibilitas ditunjukkan 

dalam kepatuhan. 

Adapun dua faktor yang bisa mendorong/menghambat 

berjalannya kegiatan tersebut, yaitu: 

1) Faktor pendukung rekrutmen petugas ibadah haji 

Faktor pendukung rekrutmen petugas ibadah haji, sepeti: 

a) Faktor organisasi, artinya adanya dorongan dari orang-orang di 

lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah 

sehingga calon pendaftar lebih bersemangat untuk ikut seleksi. 
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Selain itu, adanya faktor orang dalam yang mengakibatkan 

mudahnya untuk mengakses atau mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan tata cara perekrutan petugas ibadah Haji 

sehingga para pendaftar lebih siap untuk menghadapi proses 

seleksi. 

b) Kondisi internal lingkungan, dalam lingkungan Kementerian 

Agama Kabupaten Lampung Tengah pendaftar calon petugas 

ibadah Haji sangat sedikit peminatnya, dikarenakan jatah 

petugas untuk Kementerian Agama Kabupaten Lampung 

Tengah hanya untuk satu orang, dililhat dari jumlah pendaftar 

calon jamaah Haji yang jumlahnya sedikit. Maka rekrutmen 

dilakukan secara proporsional, yaitu dengan menyesuaikan 

jumlah pendaftar calon jamaah Haji. Dengan demikian, tingkat 

persaingannyapun semakin rendah sehingga sangat besar 

kemungkinannya mereka yang mendaftar menjadi calon petugas 

ibadah Haji untuk lolos. 

c) Fasilitas penunjang seperti papan informasi untuk menyebarkan 

informasi yang digunakan untuk menempelkan surat edaran 

guna memberitahukan adanya penerimaan petugas Ibadah Haji, 

dan anggaran dananya. 

d) Sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pihak Kementerian 

Agama seperti alat tulis kantor dan jaringan wifi, dll.  

2) Faktor penghambat rekrutmen petugas ibadah haji  



62 

 

Faktor penghambat rekrutmen petugas ibadah haji, sepeti: 

a) Tidak lengkapnya dokumen persyaratan menyebabkan kegiatan 

rekrutmen tidak berjalan dengan lancar. 

b) Kurangnya perhatian atau kebijaksanaan dari organisasi, 

c) Kurang berpengalaman pencari tenaga kerja dalam 

melaksanakan rekrutmen, dan 

d) Kurangnya perhatian terhadap kondisi lingkungan. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tanggapan tentang 

petugas ibadah haji dan cara perekrutan petugas ibadah haji periode 2023 

di kementrian agama kabupaten lampung tengah dengan ketiga 

narasumber bahwa Kementrian Agama menyebut petugas yang melayani 

jamaah haji. Sedangkan, cara perekrutannya, berdasarkan Keputusan  

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 350 Tahun 

2023 Bab III tentang Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Dan 

Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, yaitu: rekrutmen PPIH 

dilaksanakan melalui mekanisme seleksi dan/atau penunjukan, 

mekanisme Seleksi terdiri atas PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH 

Arab Saudi dan PPIH Kloter.”
7
 

Dalam penelitian ini cara perekrutan berdasarkan Keputusan  

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 350 Tahun 

2023 Bab IV tentang Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Dan 

Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, yaitu: 

                                                           
7
 Hasil wawancara dengan Ibu Emayani, Bapak Farid, dan Ahmad Tajudin, pada tanggal 

7 Juni 2024. 
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a. Rekrutmen PPIH dilaksanakan melalui mekanisme seleksi dan/atau 

penunjukan. 

b. Mekanisme Seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri 

atas: 

1) PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi; dan 

2) PPIH Kloter. 

c. Mekanisme Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 

terdiri atas: 

1) PPIH Pusat dan Pendukung PPIH Pusat; 

2) PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi; dan 

3) PPIH Embarkasi dan Pendukung PPIH Embarkasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber memiliki 

tanggapan tentang tahapan seleksi perekrutan petugas ibadah haji periode 

2023 di kementrian agama kabupaten lampung tengah bahwa seleksi 

PPIH melalui beberapa tahapan, untuk tingkat daerah, Tahap pertama di 

Kabupaten/Kota, Tahap Kedua di Provinsi. Untuk tingkat pusat, Tahap 

Seleksi dan Tahapan seleksi PPIH Arab Saudi.”
8
 

Dengan demikian tahapan seleksi perekrutan di kementrian agama 

kabupaten lampung tengah mempunyai beberapa tahapan, seperti:  

a. Mekanisme Seleksi PPIH melalui tahapan di Tingkat Daerah: 

1) Tahap Pertama di Kabupaten/Kota 

                                                           
8
 Hasil wawancara dengan Ibu Emayani, Bapak Farid, dan Ahmad Tajudin, pada tanggal 

7 Juni 2024. 
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a) Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap pertama 

dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota meliputi seleksi administrasi dan seleksi 

kompetensi melalui CAT; 

b) Peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi syarat 

administrasi dapat mengikuti seleksi CAT; 

c) Peserta yang mengikuti seleksi tahap pertama akan 

diurutkan berdasarkan nilai tertinggi; 

d) Jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi tahap kedua 

paling sedikit dua kali lipat kuota petugas yang tersedia; 

e) Peserta yang diusulkan mengikuti Seleksi tahap kedua 

diumumkan minimal melalui papan pengumuman Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 

f) Hasil penilaian seleksi tahap pertama dituangkan dalam 

berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris 

Panitia; 

g) Hasil penilaian seleksi tahap pertama dilaporkan kepada 

Kepala Kantor Wilayah. 

2) Tahap Kedua di Provinsi 

a) Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap kedua 

dilaksanakan pada Kantor Wilayah yang meliputi seleksi 

kompetensi melalui CAT, dan wawancara pendalaman 

bidang tugas; 
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b) Peserta seleksi tahap kedua diurutkan berdasarkan nilai 

tertinggi; 

c) Hasil penilaian seleksi tahap kedua dituangkan dalam berita 

acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia 

dan diumumkan minimal di papan pengumuman Kantor 

Wilayah; 

d) Berita acara, berkas seleksi wawancara pendalaman bidang 

tugas, dan hasil penilaian seleksi tahap kedua dilaporkan 

oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal; 

e) Kepala Kantor Wilayah mengundang calon PPIH Kloter 

hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas sebagai 

peserta Bimbingan Teknis PPIH Kloter di embarkasi; 

f) Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Direktur 

Jenderal, calon PPIH Kloter yang telah mengikuti 

Bimbingan Teknis dan dinyatakan lulus untuk ditetapkan 

sebagai PPIH Kloter; 

g) Direktur Jenderal mengundang calon PPIH Arab Saudi hasil 

seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas pada masing-

masing bidang tugas layanan sebagai peserta Bimbingan 

Teknis PPIH Arab Saudi di Pusat; dan 

h) Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan 

PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga Narasumber 

memiliki tanggapan tentang mekanisme seleksi perekrutan petugas 

ibadah haji periode 2023 di kementrian agama kabupaten lampung 

tengah, bahwa Keputusan  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah Nomor 350 Tahun 2023 Bab V tentang Mekanisme Seleksi 

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, yaitu: a. Mekanisme Seleksi PPIH 

melalui beberapa tahapan, b. Alur Pelaksanaan Seleksi.”
9
 Maka dari itu, 

mekanisme seleksi perekrutan petugas ibadah haji tidaklah sederhana. 

Menurut Keputusan  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Nomor 350 Tahun 2023 Bab V tentang Mekanisme Seleksi Petugas 

Penyelenggara Ibadah Haji. Alur pelaksanaan seleksi di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota memiliki beberapa alur, yaitu: 

a. Membentuk Panitia Seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk 

tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 

b. Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi calon PPIH Arab 

Saudi dan PPIH Kloter pada papan pengumuman di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 

c. Melaksanakan seleksi; 

d. Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan 

e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaporkan 

hasil seleksi kepada Kepala Kantor Wilayah. 

                                                           
9
 Hasil wawancara dengan Ibu Emayani, Bapak Farid, dan Ahmad Tajudin, pada tanggal 

7 Juni 2024. 



67 

 

Adapun macam-macam petugas ibadah haji periode 2023 di 

kementrian agama kabupaten lampung tengah, yangb berdasarkan 

Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI 

membagi petugas haji menjadi tiga bagian yaitu: Petugas Kloter, Petugas 

Non Kloter, dan Tenaga Musim. 

2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian di atas Analisis Mekanisme 

Rekrutmen Petugas Ibadah Haji Periode 2023 di Kementrian Agama 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan suatu bagian utama dalam 

proses pengumpulan calon tenaga kerja baru yang sesuai dengan posisi 

yang dibutuhkan oleh sebuah instansi. 

Menurut Keputusan  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan 

Umrah Nomor 350 Tahun 2023 Bab V tentang Mekanisme Seleksi 

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, terdapat dua cara yaitu: Mekanisme 

Seleksi PPIH melalui tahapan, seperti tingkat daerah, tingkat pusat, dan 

Alur Pelaksanaan Seleksi. 

Meskipun seleksi diatur dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, tantangan terkait 

akuntabilitas masih ada, terutama dalam menjaga standar profesionalisme 

petugas yang direkrut, serta mekanisme rekrutmen petugas ibadah haji 

yang berlangsung di Kementerian Agama sering kali dipertanyakan 

terkait dengan transparansinya. Banyak pihak yang merasa bahwa kriteria 

dan tahapan seleksi tidak sepenuhnya dijelaskan secara terbuka kepada 
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publik. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan kecurigaan di kalangan 

masyarakat, terutama bagi calon pelamar yang merasa dirugikan karena 

kurangnya kejelasan dalam proses seleksi. Sejumlah penelitian dan 

laporan mengindikasikan bahwa transparansi dalam seleksi tenaga kerja 

pemerintah, termasuk petugas haji, masih memerlukan perbaikan. 

Adapun proses rekrutmen petugas ibadah haji dilakukan oleh 

Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan 

pelaksanaan dan jenis tes seleksi petugas haji sebagai berikut. 

a. Tahap pertama 

Tes kompetensi pertama dilakukan di Kantor Kementrian 

Agama Kota/Kabupaten, yaitu: 

1) Seleksi Administrasi 

2) Seleksi kompetensi melalui CAT (Computer Asisted Tes) 

b. Tahap kedua 

Pada tahapan kedua ini pelaksanaan tes dilakukan pada 

Kantor Wilayah Kementrian Agama tingkat tingkat provinsi yang 

meliputi tes: 

1) Verifikasi berkas 

2) Tes kompetensi melalui CAT (Computer Asisted Tes). 

3) Wawancara 

c. Jadwal kegiatan Rekrutmen Petugas Ibadah Haji 
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Jadwal petugas ibadah haji dilaksnakan mulai 4 Januari 2023 

s/d 1 Februari 2023. Berikut tabel jadwal kegiatan Rekrutmen 

Petugas Ibadah Haji. 

Tabel 4.2 

Jadwal Kegiatan Rekrutmen Petugas Ibadah Haji 

No Kegiatan Waktu 

1. Pengumuman pelaksanaan rekrutmen 

PPIH Kloter dan Arab Saudi Tahun 

1444 H/2023 M. 

4 Januari 2023 

2. Pembentukan panitia seleksi tingkat 

Kabupaten/Kota dan Provinsi. 

4-5 Januari 2023 

3. Rapat koordinasi dan sosialisasi 

pelaksanaan CAT. 

9 Januari 2023 

4. Penerimaan pendaftaran calon PPIH 

tingkat Kabupaten/Kota dan seleksi 

administrasi. 

9-20 Januari 2023 

5. Seleksi CAT tahap pertama di 

Kanwil/Kabupaten/Kota. 

25 Januari 2023 

6. Pengumuman peserta yang berhak 

mengikuti tes seleksi di tingkat 

Provinsi. 

26 Januari 2023 

7. Batas akhir penyampaian hasil seleksi 

di tingkat Kabupatn/Kota (Administrasi 

dan Tertulis) 

27 Januari 2023 

8. Seleksi CAT dan praktek di tingkat 

wilayah Provinsi. 

31 Januari 2023 

9. Pengumuman hasil seleksi. 1 Februari 2023 

 

Efektifitas yang efektif digunakan dalam perekrutan petugas 

ibadah haji dilakukan dengan baik menggunakan perencaan yang matang 

memenuhi kualifikasi, dan melakukan evaluasi agar sesuai dengan 

kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. Sedangkan, prinsip rekrutmen yang 

efektif memiliki mutu karyawan yang sesuai dengan kebutuhan, jumlah 

karyawan, analisis biaya-manfaat yang cermat, perencanaan, fleksibilitas, 

dan pertimbangan-pertimbangan hokum yang berlaku. 
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Kriteria dalam seleksi harus memiliki kemampuan kemampuan 

nalar, kecerdasan, berpikir sitematis, memiliki kapasitas maksimum, 

memiliki kreatifitas, memiliki sikap yang sopan santun, kemampuan 

mengandalkan emosi dalam bagaimana merespon sebuah kejadian, 

memiliki kejujuran, dan memiliki kompatibilitas ditunjukkan dalam 

kepatuhan. Adapun dua faktor yang bisa mendorong/menghambat 

berjalannya kegiatan tersebut, yaitu: 

a. Faktor pendukung rekrutmen petugas ibadah haji, sepeti: 

1) Faktor organisasi, artinya adanya dorongan dari orang-orang di 

lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah 

sehingga calon pendaftar lebih bersemangat untuk ikut seleksi. 

Selain itu, adanya faktor orang dalam yang mengakibatkan 

mudahnya untuk mengakses atau mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan tata cara perekrutan petugas ibadah Haji 

sehingga para pendaftar lebih siap untuk menghadapi proses 

seleksi. 

2) Kondisi internal lingkungan, dalam lingkungan Kementerian 

Agama Kabupaten Lampung Tengah pendaftar calon petugas 

ibadah Haji sangat sedikit peminatnya, dikarenakan jatah 

petugas untuk Kementerian Agama Kabupaten Lampung 

Tengah hanya untuk satu orang, dililhat dari jumlah pendaftar 

calon jamaah Haji yang jumlahnya sedikit. Maka rekrutmen 

dilakukan secara proporsional, yaitu dengan menyesuaikan 
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jumlah pendaftar calon jamaah Haji. Dengan demikian, tingkat 

persaingannyapun semakin rendah sehingga sangat besar 

kemungkinannya mereka yang mendaftar menjadi calon petugas 

ibadah Haji untuk lolos. 

3) Fasilitas penunjang seperti papan informasi untuk menyebarkan 

informasi yang digunakan untuk menempelkan surat edaran 

guna memberitahukan adanya penerimaan petugas Ibadah Haji, 

dan anggaran dananya. 

4) Sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pihak Kementerian 

Agama seperti alat tulis kantor dan jaringan wifi, dll.  

b. Faktor penghambat rekrutmen petugas ibadah haji, sepeti:  

1) Tidak lengkapnya dokumen persyaratan menyebabkan kegiatan 

rekrutmen tidak berjalan dengan lancar. 

2) Kurangnya perhatian atau kebijaksanaan dari organisasi, 

3) Kurang berpengalaman pencari tenaga kerja dalam 

melaksanakan rekrutmen, dan 

4) Kurangnya perhatian terhadap kondisi lingkungan. 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan Keputusan  

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 350 Tahun 2023 

Bab V menggunakan Mekanisme Seleksi PPIH melalui beberapa tahapan, 

seperti tingkat daerah, tingkat pusat, dan Alur Pelaksanaan Seleksi. Adanya 

evaluasi terhadap proses seleksi untuk meminimalisir potensi ketidakadilan 

dalam pelaksanaan seleksi. Maka dari itu, rekrutmen petugas ibadah haji 

sangat penting untuk memastikan pelaksanaan haji yang efektif dan 

berkualitas. Selain itu, dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan 

praktik terbaik yang relevan dengan peningkatan pelayanan kepada jamaah.  

Adapun, faktor pendukung rekrutmen petugas ibadah haji, sepeti 

faktor organisasi yang berdasarkan kebijaksanaan promosi dari dalam, 

tentang imbalan, status kepegawaian dan rencana sumber daya manusia. 

Sedangkan. Sedangkan, faktor penghambat rekrutmen petugas ibadah haji, 

sepeti kurangnya perhatian atau kebijaksanaan dari organisasi, kurang 

berpengalaman pencari tenaga kerja dalam melaksanakan rekrutmen, dan 

kurangnya perhatian terhadap kondisi lingkungan. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang peneliti paparkan, maka peneliti 

mempunyai beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu: 

1. Untuk Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah dalam 

melakukan administrasi dalam proses perekrutan calon tenaga kerja baru  

Diharapkan SDM yang dipilih dapat menunjukan kualifikasi yang baik. 

2. Untuk Calon Petugas Ibadah Haji harus melamar sesuai dengan posisi 

yang dibutuhkan, dengan mengikuti berbagai proses yang ada agar di 

tempatkan pada suatu posisi/jabatan yang memenuhi kriteria atau 

kualifikasi. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan lebih 

luas mengenai pembahasannya atau bahan penelitiannya sehingga dapat 

membantu Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah lebih 

meningkatkan Mekanisme Rekrutmen Petugas Ibadah Haji. 
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Gambar 1.2 Hasil wawancara dengan Ibu Emiyani, pada tanggal 7 Juni 2024 

 

 
Gambar 1.2 Observasi data dengan staff kementrian agama, pada tanggal 7 Juni 2024 

 

 
Gambar 1.3 Hasil wawancara dengan Ahmad Tajudin, pada tanggal 7 Juni 2024 
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Gambar 1.4 Hasil wawancara dengan Ibu Emiyani, pada tanggal 7 Juni 2024 

 

 
Gambar 1.5 Foto bersama Ibu Emiyani, pada tanggal 7 Juni 2024 
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Gambar 1.6 Berkas Jama’ah Haji 
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